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A

IMPLEMENTATION OF THE BELUKAB.GO.ID WEBSITE  THROUGH THE COMMUNICATIONS 
AND INFORMATICS OFFICE  AS AN INFORMATION SERVICE IN IMPROVING E GOVERNMENT 

IN BELU DISTRICT, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

In an increasingly advanced era of information technology, where technology and information 
play a crucial role in all aspects of life, the advancement of science and technology demands that 

the government realizes electronic- based services (e-services) to enhance electronic governance 
(e-government), aimed at improving the ef iciency, effectiveness, transparency, and accountability 
of governance, as outlined in Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning e-government 
Policy and Strategy Development. One of the government’s efforts in enhancing e-government is 
through the utilization of websites. The title of this research is “The Implementation of belukab.
go.id Website through the Department of Communication and Informatics as an Information 
Service in Enhancing E-government in Belu District. Objective: The purpose of this study is to 
understand, describe, and comprehend the implementation of the website as an information service 
in Belu District, the encountered obstacles, and the efforts made. Therefore, the author can draw 
conclusions and provide recommendations for improving e-government in Belu District. Method: 
The author employs a qualitative research method with an inductive approach. Data collection 
techniques used include interviews, observations, and documentation. The data analysis technique 
used includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result: The indings of 
this research reveal that the implementation of information services using websites to enhance 
e-government has not been optimally executed. 

Conclusion: The implementation of a website as an information service to enhance e-govern-
ment in Belu Regency has not yet fully operated optimally. This is based on the applied implemen-
tation theory, which includes three elements: support, capacity, and bene its. Several challenges 
have been identi ied, including weak legal frameworks, very limited human resources, the lack of 
an independent server, insuf icient direct socialization, and the absence of inancial resources for 
website management. The efforts employed to overcome these challenges include drafting a Re-
gent Regulation (Perbub) regarding the website, recruiting competent human resources, acquiring 
an independent server, increasing socialization to the community, and proposing a special budget 
for website management.
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A

Era yang semakin maju dalam teknologi informasi, di mana teknologi dan informasi 
memegang peranan yang krusial dalam aspek kehidupan. Semakin majunya IPTEK menuntut 

pemerintah agar mewujudkan pelayanan berbasis elekronik (e-service) untuk meningkatkan 
pemerintahan berbasis elektronik (e- government) sehingga dapat meningkatkan e isiensi, 
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana 
tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 
Pembangunan e- government. Dalam meningkatkan e-government salah satu upaya pemerintah 
yaitu menggunakan website. Judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi Website belukab.go.id 
melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Layanan Informasi dalam Meningkatkan 
E-government di Kabupaten Belu. 

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami serta 
menggambarkan bagaimana Implementasi website sebagai layanan informasi di Kabupaten 
Belu, hambatan yang ditemukan dan upaya yang sudah dilakukan. Sehingga, penulis dapat 
membuat  simpulan dan memberikan saran untuk meningkatkan e- government di Kabupaten 
Belu. Metode: Penulis menerapkan pendekatan induktif dalam metode penelitian kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis 
data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan  simpulan. 

Hasil/Temuan: Temuan dari penelitian ini menyajikan bahwa implementasi pelayanan 
informasi menggunakan website untuk meningkatkan e- government belum berjalan secara 
optimal dan terlaksana dengan baik. Simpulan: Implementasi website sebagai layanan informasi 
dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Belu belum sepenuhnya berjalan dengan 
optimal, hal ini berdasarkan pada teori penerapan yang digunakan yang meliputi tiga elemen 
yaitu pendukung, kapasitas dan manfaat yang ditemukan beberapa kendala meliputi: payung 
hukum yang kurang kuat, SDM yang sangat minim, tidak mempunyai server sendiri, kurangnya 
sosialisasi secara langsung dan belum adanya sumber daya inansial untuk pengelolaan website 
. Upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu membuat Perbub 
tentang website, merekrut SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya, mengadakan server 
sendiri, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajukan anggaran khusus untuk 
pengelolaan website.

Kata kunci : implementasi, layanan informasi, masyarakat, website, e-government

PE NDAHULUAN

Era yang semakin maju dalam 
teknologi informasi, di mana 

teknologi dan informasi menjadi 
peranan yang sangat penting dalam 
aspek kehidupan. Dengan semakin 
majunya Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK) pemerintah 
dituntut agar lebih meningkatkan 
kinerja khususnya dalam pelayanan 
berbasis elektronik (e-service) dalam 
upaya mencapai good governance dan 
tata kelola pemerintahan yang efektif 
berbasis eletronik (e- government).

Berdasarkan hasil survei United 
Nation E-government, yaitu survei yang 
dirilis setiap dua tahun sekali memberikan 
peringkat kepada 193 negara anggota PBB 
berdasarkan tiga aspek kinerja Indeks 
Pengembangan E-Government (EDGI), 
meliputi Indeks Pelayanan Online (OSI), 
Indeks Infrastruktur Telekomunikasi 
(TII), dan Indeks Sumber Daya Manusia 
(HCI), tahun 2022 membuktikan Indonesia 
mengalami peningkatan sebanyak 11 
peringkat dari peringkat 88. di tahun 
2020 menjadi peringkat 77 di tahun 
2022. Hasil survei tersebut menunjukkan 
bahwa index pengembangan e-government 
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Indonesia dari tahun ke tahun cenderung 
meningkat, ini menunjukkan perlunya 
mewujudkan digitalisasi, terutama dalam 
sektor pemerintahan untuk meningkatkan 
pelayanan publik dari Aparatur Sipil 
Negara. Merujuk pada evaluasi tingkat 
provinsi terhadap Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE), Provinsi Nusa 
Tenggara Timur menempati urutan ke 5 
sebagai provinsi terbaik dalam penerapan 
SPBE. Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai 
sudah cukup berhasil dalam menerapkan 
e-government. Hal itu dapat dilihat dari 
indeks yang diberikan yaitu 3,35 dengan 
predikat baik. Cara pemerintah memberikan 
layanan e-government tersebut salah satunya 
dengan website. Menurut (Reza Palevi, 2013) 
website merupakan koleksi beberapa laman 
web pada domain tertentu yang berisi 
informasi. Situs web dibuat dari berbagai 
halaman web yang dihubungkan bersama.

Salah satu pemerintah daerah di Indonesia 
ialah Kabupaten Belu yang menerapkan 
layanan informasi publik melalui website 
melalui Dinas Komunikasi dan Informatika 
sebagai upaya menuju pemerintahan berbasis 
elektronik (e-government). Pemerintah 
Kabupaten Belu melalui Dinas Komunikasi 
dan Informatika meluncurkan website yang 
dapat diakses dengan alamat website belukab.
go.id sebagai sarana layanan informasi kepada 
masyarakat dalam mengaktualisasikan 
keterbukaan informasi publik sesuai yang 
tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 
2008. Dalam mengemban fungsi dan 
kewenangannya, Dinas Komunikasi dan 
Informatika perlu menggunakan media 
informasi yang ada untuk mendukung 
penyebaran informasi terkait program-
program prioritas pemerintah (Ayuni, 2020). 
Hal ini merupakan peran Pemerintah Daerah 
dalam merealisasikan (good governance) 
dan juga mewujudkan salah satu fungsi 
pemerintah yaitu fungsi pelayanan berbasis 
elektronik (e-government). Website belukab.
go.id diharapkan mampu untuk menyediakan 

pelayanan dalam bentuk informasi kepada 
masyarakat dalam rangka mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas juga dalam 
meningkatkan e-government di Kabupaten 
Belu.

Kes enjangan Masalah yang Diambil 
(GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait 
dengan Implementasi website belukab.
go.id sebagai layanan informasi dalam 
meningkatkan e-government di Kabupaten 
Belu. Permasalahan yang pertama yaitu 
berkaitan dengan kurangnya sosialisasi 
kepada masyarakat tentang website belukab.
go.id itu sendiri. Hal ini ditunjukkan melalui 
data dari website yang menunjukkan jumlah 
pengunjung website dari bulan Januari-
Agustus tahun 2023 berjumlah 4,206 orang. 
Kemudian data dari BPS Kabupaten Belu 
menunjukkan persentase penduduk yang 
mengakses internet dari rentang umur 5 
tahun ke atas khususnya pada Kabupaten 
Belu pada tahun 2022 sebesar 46,46%. Jika 
persentase tahun terakhir dibandingkan 
dengan jumlah penduduk usia produktif 
(15 s.d 59 tahun) di Kabupaten Belu yaitu 
sebanyak 142.140 Jiwa (Sumber dari Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Belu), sebanyak 
± 65 ribu jiwa sudah mengakses internet. 
Dapat kita lihat dari jumlah pengunjung 
website dengan jumlah pengguna internet 
di Kabupaten Belu sangatlah berbanding 
terbalik. Sehingga dapat dilihat bahwa 
partisipasi Masyarakat Kabupaten Belu 
masih sangat kurang terharap website 
belukab.go.id sebagai layanan informasi.

Permasalahan berikutnya yaitu belum 
adanya pertaturan daerah yang mengatur 
khusus tentang website adalah permasalahan 
lainnya, website yang dipergunakan saat ini 
hanya berlandaskan kepada Undang-Undang 
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik dan juga Peraturan Bupati 
Belu No. 27 Tahun 2022 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
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Pen elitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan 

penelitian yang berkaitan dan mempunyai 
keterikatan dengan penelitian yang diteliti 
penulis. Penulis mempunyai beberapa 
penelitian sebelumnya yang menjadi dasar 
atau landasan yang memiliki kemiripan 
dengan penelitian ini dan menjadi acuan 
dalam menambah wawasan, informasi 
serta sebagai bahan kajian pada penulisan. 
Hasil penelitian oleh (Noveriyanto et al., 
2018) menemukan bahwa, Pemerintah Kota 
Surabaya telah mencapai tingkat kematangan 
tertinggi dalam layanan e- government, 
khususnya dalam dimensi PeGI (Pengukuran 
Electronic Government Indonesia). Hal ini 
merujuk pada fasilitas komunikasi yang 
mendukung interaksi antara Pemerintah 
dengan Pemerintah, Pemerintah dengan 
Masyarakat, dan Pemerintah dengan 
pelaku bisnis. Evaluasi positif terhadap 
derajat kesiapan pelayanan e-government 
menunjukkan bahwa Surabaya sudah 
berhasil meraih tingkat kesiapan yang tinggi 
dalam menggunakan E-Government sebagai 
sarana komunikasi efektif untuk G2G, G2C, 
dan G2B.

Penelitian oleh (Regan Vaughan, 
2021) menemukan bahwa, pelaksanaan 
implementasi E- Government melalui situs web 
subang.go.id dianggap berhasil. Berdasarkan 
evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan-RB), Kabupaten Subang sudah 
meraih penilaian “Baik” dengan skor Indeks 
3,01. Meskipun begitu, pada penerapan 
E-Government melalui website, terdapat 
aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, seperti 
kekonstanan dan disiplin dari semua pihak 
yang terlibat, serta peningkatan jumlah 
staf pengelola yang memiliki kompetensi 
yang memadai. Penelitian oleh (Ardiyansah, 
2022) mengemukakan bahwa, Penggunaan 
e-government di DPMPTSP Kota Semarang 
mengedepankan integrasi antara pelayanan 
government to government (G2G), government 

to business (G2B), dan government to citizen 
(G2C) dalam satu sistem pelayanan tunggal. 
Lingkup e-government di DPMPTSP Kota 
Semarang mencakup tiga aspek, meliputi 
administrasi elektronik (e-administration), 
keterlibatan warga elektronik (e-citizen), 
serta layanan elektronik (e-service). 
Implementasi situs web DPMPTSP Kota 
Semarang dalam menerapkan e-government 
telah sukses meningkatkan efektivitas dan 
e isiensi dalam memberi layanan perizinan, 
dan situasi ini terlihat dari peningkatan yang 
signi ikan dalam data statistik kunjungan 
harian ke situs web DPMPTSP.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan 
oleh (La Tarifu et al., 2022) menemukan 
bahwa penggunaan situs web oleh 
Pemerintah Kota Kendari sebagai prasarana 
untuk menyediakan informasi publik 
telah terbukti berhasil secara efektif. 
Website tersebut telah memainkan peran 
yang sangat e isien dalam penyampaian 
informasi kepada masyarakat. Peran 
pemerintah sendiri dalam konteks 
website telah terbukti sangat efektif, di 
mana peran yang dimainkan terhadap 
website mencakup fungsi pengelolaan, 
pengatur, pengontrol, dan pengawasan. 
Isi dari website Pemerintah Kota Kendari 
berhasil menyampaikan informasi secara 
jelas kepada masyarakat terkait berbagai 
aspek yang terkait dengan pemerintahan 
dan kebijakan publik. Walaupun terdapat 
sebagian dari website belum sepenuhnya 
terisi karena keterbatasan sumber daya 
keuangan yang tidak mencukupi. Terkait 
interaksi melalui website Pemerintah 
Kota Kendari, meskipun belum terwujud 
secara langsung di dalam website itu 
sendiri, namun telah diwujudkan melalui 
berbagai portal aplikasi yang dapat diakses 
di dalamnya. Sebagai contoh, interaksi 
antara government to citizen, government to 
business, government to government, serta 
government to employees dapat diakses 
melalui portal-portal aplikasi tersebut.
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Penelitian yang dilakukan oleh (Khairi, 
2022) menemukan bahwa, Kehadiran 
situs web pemerintah telah memberikan 
kemudahan bagi pemerintah dalam 
menyampaikan berbagai informasi kepada 
masyarakat dengan lebih efektif. Pemanfaatan 
yang e isien dari situs web pemerintah 
telah menjadikan pencarian informasi 
tentang pemerintahan Kabupaten Aceh 
Jaya lebih mudah bagi masyarakat. Adanya 
situs web pemerintah sudah menghasilkan 
peluang partisipasi tidak langsung antara 
pemerintah dan masyarakat, melibatkan 
penyaluran pesan-pesan pemerintah tentang 
capaian kinerja yang telah dijalankan 
hingga saat ini. Diperlukan peningkatan 
dalam transparansi informasi karena 
pengelolaan website oleh pemerintah melalui 
Dinas Komunikasi dan Informatika masih 
melakukan penyortiran informasi sebelum 
disajikan kepada masyarakat. Dengan 
adanya website pemerintah, manajemen 
perubahan menciptakan masyarakat yang 
lebih berpengetahuan karena mereka 
dapat mengetahui mengenai kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh 
Jaya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rolania 
Batubara & Helmy, n.d.) dari hasil penelitian 
dapat diketahui bahwa perkembangan 
e-government di Padang Pariaman 
masih belum optimal. Pengembangan 
e-government di Kabupaten Padang 
Pariaman juga masih terhambat oleh 
beberapa faktor seperti kurangnya kemauan 
politik yang kuat, kurangnya ketersediaan 
sumber daya manusia dan infrastruktur 
serta kurangnya anggaran dari pemerintah 
sehingga Pemerintah Kabupaten Padang 
Pariaman perlu meningkatkan sumber daya 
manusia dan infrastruktur untuk mendukung 
keberhasilan pengembangan e-government 
di Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian yang dilakukan oleh 
(Setiawan et al., 2023) pemeritah Desa 
Kertabasuki Kecamatan Maja Kabupaten 

Majalengka akan terus berusaha berperan 
untuk dapat meningkatkan pelayanan 
masyarakat khususnya pada pelayanan 
informasi dan komunikasi menggunakan 
pelayanan publik dengan media sosial 
berupa situsweb. E-Government berperan 
penting bagi semua pengambilan keputusan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauhmana pelaksaan E-Government dan 
struktur informasi di Desa Kertabasuki 
dalam peningkatan pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nuralim 
& Navasari, n.d.) menemukan bahwa 
efektivitas sistem informasi Desa Kertayasa 
dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya 
manusia dan insfrastruktur. Jika tidak ada 
Generasi agent of change dari Universitas 
Galuh, tata kelola website desa tidak akan 
efektife dan e isien. Peneliiti memberikan 
saran kepada Pemerintah Desa Kertayasa 
untuk melakukan kolaborasi dalam tata 
kelola website dengan berbagai Institusi 
yang ada di KabupatenCiamis, serta 
mendorong SDM Desa unruk mengikuti 
pelatihan khusnya di bidang IT.

Penelitian selanjutnya dilakukan 
(Wijayanti Sutopo et al., n.d.), adapun hasil 
temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa 
Disdikbud Jawa Tengah belum memiliki SOP 
yang secara khusus mengatur implementasi 
e-Government. Ketiadaan SOP ini berdampak 
signi ikan pada berbagai aspek lainnya dan 
menyebabkan hambatan, terutama dalam 
struktur birokrasi. Disdikbud Jawa Tengah 
juga menghadapi kendala lain, seperti 
kurangnya jumlah dan kualitas sumber 
daya manusia serta keterbatasan anggaran 
untuk menyediakan fasilitas yang memadai. 
Secara keseluruhan, implementasi kebijakan 
e-Government di instansi ini belum berhasil 
dan masih terdapat banyak hambatan yang 
harus di atasi.

Adapun penelitian yang dilakukan 
oleh (Likuwatan et al., 2023) menunjukkan 
bahwa Penerapan e-government berbasis 
website di Desa Jatirejoyoso masih dalam 
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tahap persiapan, sehingga perlu adanya 
peningkatan kapasitas SDM dan anggaran 
agar bisa berkembang ke tahap selanjutnya, 
yaitu pematangan, pemantapan, dan 
pemanfaatan. 

Perny ataan Kebaruan Ilmiah
Penulis melakukan penelitian yang 

berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian 
terdahulu, di mana konteks penelitian 
yang dilakukan penulis yakni tentang 
implementasi website layanan informasi 
berbasis website dalam meningkatkan 
e-government. Metode yang digunakan juga 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
oleh (Ardiyansah, 2022). 

Perbedaan lainnya terletak pada teori 
yang digunakan, di mana penelitian ini 
menggunakan teori Harvard JFK School of 
Government dalam (Indrajit, 2016) yang 
menyatakan bahwa terdapat tiga elemen 
utama dalam mengukur tingkat keberhasilan 
penerapan e-government yang meliputi 
elemen Support, Capacity, dan Value, yang 
berbeda dengan teori yang dipakai dalam 
penelitian oleh Noveriyanto dkk, Regan 
Vaughan, Ardiyansah, La Tarifu dkk, Khairi, 
Setiawan dkk, dan Wijayanti Sutopo dkk . 
Selain perbedaan pada teori yang digunakan 
juga terdapat perbedaan pada lokus atau 
tempat berlangsungnya penelitian ini 
yang berbeda dengan lokus dari penelitian 
terdahulu.

Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan memahami implementasi 
website belukab.go.id, faktor penghambat 
implementasi website belukab.go.id, dan 
upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi 
dan Informatika dalam mengatasi hambatan 
yang ditemukan dalam implementasi website 
belukab.go.id sebagai layanan informasi 
dalam meningkatkan e-government di 
Kabupaten Belu.

METODE 

Ruang lingkup penelitian yang 
akan dikembangkan oleh penulis sesuai 
dengan bidang keilmuan pada Program 
Studi Teknologi Rekayasa Informasi 
Pemerintahan. Dalam penelitian ini penulis 
menerapkan metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan induktif yang berarti 
penulis melakukan penelitian berdasar 
kepada fakta empirik untuk menentukan 
kebenaran yang bersifat umum (Sugiyono, 
2019). Menurut (Hardani, n.d.) penelitian 
kualitatif merupakan suatu penelitian 
untuk mengungkapkan kon lik gejala secara 
holistic-kontekstual dengan pengumpulan 
data dari latar belakang dan penulis sebagai 
instrument kunci. Penulis membatasi 
lingkup penelitian hanya pada tiga dimensi 
uatama pengembangan e-government 
menurut Eko Indrajit (2016) dengan 3 
dimensi yaitu elemen pendukung (Support), 
elemen kapasitas (Capacity) dan elemen 
hasil (Value). Penulis mengumpulkan 
data melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut 
selanjutnya dianalisis dengan teknik reduksi 
data, penyajian data dan menarik  simpulan. 
Dalam melakukan pengumpulan data 
penulis melakukan wawancara mendalam 
terhadap 11 orang informan yang terdiri dari 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Belu, Kepala Infrastruktur dan 
Teknologi, Kepala Bidang Layanan Informasi 
Publik Dinas Komunikasi dan Infromatika, 
Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik, 1 
Operator/Staff Pengelola Website dan 6 
Masyarakat Pengguna website belukab.go.id.

HASIL  DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian penulis dapatkan 
setelah penulis melakukan pengumpulan 
data berupa wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Berdasarkan data yang 
diperoleh penulis mengolah dan menganalisis 
data tersebut dengan mereduksi data, 
menyajikan data dan menarik  simpulan. 
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Penulis menggunakan teori Elemen Sukses 
Penerapan E-government oleh Prof. Richardus 
Eko Indrajit, yang mana dalam teori tersebut 
terdapat tiga elemen utama yaitu:

Elemen Pendukung (Support)
Elemen support merupakan elemen 

awal dan sangat penting yang harus 
dimiliki yaitu aspirasi dari sejumlah pejabat 
publik dan politisi agar sungguh-sungguh 
mengimplementasikan pemerintahan 
elektronik (e-government), tidak sekedar 
mengikuti trend semata atau bahkan 
menolak usaha yang terkait dengan prinsip-
prinsip e-government. Adapun bentuk 
dukungan yang bisa diberikan yaitu sebagai 
berikut.

Kebijakan atau Aturan yang Mengatur 
Implementasi E-Government

Menjalankan atau mengoperasikan 
suatu sistem kerja tentunya memerlukan 
dukungan dari pihak pemerintah terkait 
dengan sistem kerja yang bersangkutan. Oleh 
sebab itu, upaya pemerintah Kabupaten Belu 
dalam menerapkan website sebagai layanan 
informasi untuk meningkatkan e-government 
di wilayah tersebut menjadi indikasi nyata 
komitmen pemerintah dalam mewujudkan 
electronic government di Kabupaten Belu.

Berdasarkan hasil penelitian, 
penulis menemukan bahwa peraturan 
atau kebijakan yang mengatur tentang 
implementasi website sebagai layanan 
informasi dalam meningkatkan e- 
government di Kabupaten Belu belum 
memiliki kekuatan yag memadai. Hal ini 
dapat diperjelas dengan belum adanya 
Peraturan Bupati yang khusus mengatur 
tentang website. Kalaupun ada itu hanya 
mengacu pada Surat Keputusan Bupati 
yang memberikan tugas kepada Dinas 
Komunikasi dan Informatika untuk 
mengelola dan memberikan pelayanan 
informasi kepada masyarakat melalui situs 
web belukab.go.id, Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, Instruksi Presiden 
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 
Dan Strategi Pembangunan E-Government, 
Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE), dan Peraturan Bupati 
Belu Nomor 27 tahun 2022 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kemampuan Organisasi dalam Sosialisasi 
Penyelenggaraan Suatu Sistem 

Berlangsungnya suatu sistem dalam 
suatu organisasi tentunya tidak terlepas 
dari cara dan kemampuan organisasi 
tersebut dalam menerapkannya untuk suatu 
peningkatan yang signi ikan. Hal yang sama 
juga yang dibutuhkan dalam peningkatan 
e-government di Kabupaten Belu melalui 
website belukab.go.id yang mana 
diperlukan peran penting organisasi untuk 
mempublikasikan atau mensosialisasikan 
informasi tentang penggunaan situs web 
sebagai layanan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis 
menemukan bahwa implementasi situs 
web sebagai sarana pelayanan informasi 
untuk meningkatkan e-government di 
Kabupaten Belu belum sepenuhnya 
tersampaikan kepada masyarakat 
Kabupaten Belu karena bentuk sosialisasi 
yang dilakukan hanya melalui link yang 
disebarkan di Grup Whatsapp, atau lewat 
akun facebook. Sosialisasi yang intensif 
berdasarkan hasil wawancara di atas 
hanya dilakukan kepada sesama OPD 
ketika melakukan suatu pertemuan atau 
rapat.

Elemen Kapasitas (Capacity)
Elemen capacity ialah komponen 

kemampuan atau pemberdayaan dalam 
mewujudkan tujuan e-government menjadi 
kenyataan. Pemerintah harus memiliki tiga 
hal terkait dengan elemen ini:
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Ketersediaan Sumber Daya Finansial yang 
Memadai

Sumber daya inansial sangat 
penting dalam menentukan keberhasilan 
implementasi website sebagai layanan 
informasi. Dengan dukungan keuangan yang 
memadai, dapat memastikan pengembangan, 
pemeliharaan, dan pemasaran website 
dilakukan secara optimal. Tanpa sumber daya 
inansial yang memadai, risiko kegagalan 

implementasi website dan ketidakmampuan 
memenuhi kebutuhan pengguna dapat 
meningkat secara signi ikan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis 
menemukan bahwa terkait sumber daya 
inansial yaitu belum adanya anggaran 

khusus untuk pengelolaan website, sehingga 
implementasi layanan informasi dalam 
meningkatkan e-government berbasis 
website belum optimal. Website yang ada saat 
ini hanya dikelola secara mandiri oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Belu. Anggaran yang disiapkan hanya untuk 
menyewa dan mengelola server.

Ketersediaan Sumber Daya Infrastruktur 
yang Memadai

Keberhasilan penerapan e-government 
sebagian besar ditentukan oleh ketersediaan 
infrastruktur, yang mencakup 50% dari faktor 
penentu. Tanpa dukungan infrastruktur yang 
mencukupi, implementasi layanan informasi 
dalam meningkatkan e-government berbasis 
website akan terhambat. Infrastruktur yang 
baik memastikan website dapat menangani 
jumlah pengunjung yang besar, memberikan 
kinerja yang cepat, dan menjaga ketersediaan 
layanan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis 
menemukan bahwa infrastruktur untuk 
mengelola website sebagai layanan informasi 
dalam meningkatkan e-government sudah 
memadai di mana terdapat 21 unit Komputer 
/PC, dan laptop 14 unit. Meskipun tidak 
semua laptop atau PC tersebut digunakan 
untuk mengelola website, namun terdapat 
minimal 2 unit PC atau laptop untuk 
mengelola website.

No Jabatan
Tingkat Pendidikan

Ket
S-3 S-2 S-1 D-3 SLTA SLTP SD

1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang 4

4 Kepala Subbag 1 1

5 Kepala Seksi 2 2
6 Pranata Teknologi

Informasi Komputer
2 1

7 Pengolah Data dan 
Informasi

2 1

Tenaga Kontrak 1
Jumlah 13 2 4

Tabel 1. 
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
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Sumber Daya Manusia yang Berkompeten

Sumber daya manusia yang berkompeten 
sangat krusial dalam menentukan 
keberhasilan implementasi website sebagai 
layanan informasi untuk meningkatkan 
e-government. Sumber daya manusia yang 
unggul akan menjadi pendorong utama 
peningkatan e- government, sementara 
kekurangan keterampilan dan kapasitas 
dalam sumber daya manusiap dapat 
menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, 
keberhasilan implementasi e- government 
sejalan dengan keberdayaan sumber 
daya manusia yang memadai, sedangkan 
kelemahan dalam hal ini dapat menghambat 
perkembangan positif e-government.

Berdasarkan pengamatan langsung di 
lapangan, ditemukan bahwa kompetensi 
pegawai yang memiliki keterampilan di 
bidang Teknologi dan Informasi tersebut 
masih belum mencukupi bahkan boleh 
bikatakan sangat kurang dan minim 
sekali untuk pengelolaan sebuah website 
pemerintah daerah. Maka, diperlukan 
peningkatan baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas sumber daya manusia yang 
bertanggung jawab dalam mengelola website 
belukab.go.id. Pada tabel 1 dan 2 ini penulis 
menampilkan jumlah pegawai Komunikasi 
Informatika berdasarkan tingkat atau 
jenjang pendidikan dan berdasarkan latar 
belakang pendidikan.

Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat 
bahwa sebagian besar pegawai Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu 
merupakan lulusan S-1 (Strata 1) dengan 
jumlah 13 (dua belas) orang dari total 
pegawai 19 (sembilan belas) orang ditambah 
tenaga kontrak. Data di atas menunjukkan 
sumber daya aparatur berdasarkan tingkat 
pendidikan yang dimiliki Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Belu belum 
cukup memadai karena dapat dilihat bahwa 
tidak ada satupun yang merupakan lulusan 
S-2 (Strata 2) apalagi S-3 (Strata 3) ditambah 
lagi masih terdapat jabatan-jabatan tertentu 

yang masih lowong atau belum terisi 
sepenuhnya sehingga harus dilakukan 
perekrutan pegawai. Tabel 2 menunjukkan 
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 
berdasarkan latar belakang pendidikannya

T abel 2.
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan Jumlah

Sosial 3
Ilmu Pemerintahan 1
Ekonomi 4
Teknik 1
Teknik Informatika 1

Sastra 1
Hukum 2
Ahli Muda dan Ahli Madya 2
Umum (SMA 4
Jumlah 19

Sumber:  Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Belu

Dilihat dari Tabel 2, dapat dilihat 
pegawai pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Belu memiliki latar 
belakang pendidikan yang tidak sama, salah 
satunya yang berlatar belakang pendidikan 
dari bidang IT hanya satu orang dan pegawai 
tersebut bukanlah sebagai orang yang 
mengelola website belukab.go.id.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat 
disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Belu dari segi Sumber 
Daya Manusia (SDM) dalam hal ini orang yang 
dapat mengelola website dinilai masih sangat 
minim atau belum memadai dan yang mana 
ditemukan bahwa pegawai yang berlatar 
belakang pendidikan di bidang Teknologi 
Informasi hanya satu orang, namun pegawai 
tersebut bukanlah pengelola website. Justru 
yang menjadi pengelola website belukab.
go.id adalah seorang yang berlatar belakang 
pendidikan bukan dari bidang IT, melainkan 
dari lulusan sarjana ekonomi.
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Elemen Hasil (Value)
Jika tidak ada yang merasakan manfaat 

dari penerapan gagasan e-government, 
berbagai upaya untuk mewujudkannya akan 
menjadi sia-sia. Masyarakat dan pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan (demand side) 
adalah yang menentukan seberapa besar 
manfaat e- government.

Manfaat bagi pemerintah

Manfaat yang dapat dirasakan oleh 
pemerintah khususnya Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Belu dalam 
Implementasi website sebagai layanan 
informasi dalam meningkatkan e-government 
yaitu dengan adanya website ini pemerintah 
Kabupaten Belu bisa menghembat anggaran 
yang digunakan untuk menyebarkan 
informasi sehingga anggaran yang ada bisa 
dialokasikan untuk keperluan lain yang 
berhubungan dengan pelayanan kepada 
masyarakat. Juga adanya website belukab.
go.id ini sebagai wujud keterbukaan atau 
transparansi dari pemerintah Kabupaten 
Belu.

Manfaat bagi masyarakat

Adapun manfaat bagi masyarakat 
sebagai pengguna website yaitu masyarakat 
dengan mudah untuk mendapatkan 
informasi atau berita seputar jalannya 
pemerintahan di Kabupaten Belu mulai 
dari agenda pimpinan sampai berjalannya 
kegiatan tersebut. Masyarakat juga bisa 
mendapatkan pelayanan yang diinginkan 
karena terdapat beberapa layanan yang 
bisa diakses melalui website belukab.go.id 
seperti pelayanan untuk mencari lowongan 
pekerjaan dan pelayanan perizinan untuk 
usaha. 

D iskusi Temuan Utama Penelitian
Implementasi layanan informasi 

berbasis website dalam meningkatkan 
e-government di Kabupaten Belu membawa 
dampak yang cukup positif bagi masyarakat 

dengan menyediakan keterbukaan informasi 
publik, sehingga menciptakan pemerintahan 
yang transparan dan akuntabel. Hal ini 
terlihat dari tiga elemen sukses penerapan 
e-government yaitu elemen pendukung, 
elemen kapasitas, dan elemen hasil. 
Meskpipun terdapat elemen yang masih 
belum berjalan sebagaimana mestinya 
misalnya aspek Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan aspek inansial, namun yang 
aspek telah berjalan dengan baik harus terus 
dipertahankan dan ditingkatkan dan yang 
belum baik agar diperbaiki dan diadakan.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis 
menyimpulkan bahwa Implementasi 
website sebagai layanan informasi dalam 
upaya meningkatkan e-government di 
Kabupaten Belu secara keseluruhan belum 
berjalan secara optimal. Dapat diamati 
dari teori Indrajit yang terbagi menjadi 
tiga elemen/unsur yakni unsur Pendukung 
(Support), unsur Kapasitas (Capacity), 
dan unsur Hasil (Value) yang berdasarkan 
hasil penelitian ditemukan masih terdapat 
beberapa hambatan atau kendala yang perlu 
diperbaiki, diadakan dan ditingkatkan dan 
upaya-upaya untuk mengatasi hambatan 
atau masalah yang ditemukan tersbebut.

Keterbatasan Penelitian, 
keterbatasan utama dari penelitian ini 
adalah waktu, sehingga penulis hanya 
dapat mengidenti ikasi masalah secara 
umum dan belum dapat melakukan 
penelitian mendalam. Selain itu, penulis 
juga menyadari bahwa jumlah referensi 
dan sumber yang digunakan dalam 
penelitian ini masih kurang memadai. 

Arah Masa Depan Penelitian (future 
work), Penulis menyadari bahwa temuan 
penelitian ini masih bersifat awal. Oleh 
karena itu, disarankan untuk dilakukan 
penelitian lanjutan di lokasi serupa mengenai 
implementasi layanan informasi berbasis 
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website dalam meningkatkan e-government 
di Kabupaten Belu, guna memperoleh 
hasil yang lebih mendalam. Bagi peneliti 
selanjutnya, diharapkan dapat mencari lebih 
banyak referensi dan sumber yang akurat 
terkait dengan topik penelitian ini.
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